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. KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
NOMOR : HK.02.03/111.3.1/13776 /2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA TIM KERJA DAN KEPALA INSTALASI
DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan
Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Umum Pusat
dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian
dan pengembangan secara serasi, terpadu, dan
berkesinambungan;

b. bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan
Rumah Sakit, Direktur Utama sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dibantu oleh Direktur, Ketua Tim Kerja,
dan Kepala Instalasi;

c. bahwa pengisian jabatan Direktur, Ketua Tim Kerja,
dan Kepala Instalasi di lingkungan RSUP Dr. Soeradji
Tirtonegoro Klaten perlu dilakukan secara transparan,
obyektif, dan profesional,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Tim
Kerja dan Kepala Instalasi di Lingkungan RSUP
Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

2 Undang-Undang .....



Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 115);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneisa Nomor 6264);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6340);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018
tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen
Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit Di
Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1336)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Organisasi
Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
963);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 156);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di
Lingkungan Kementerian Kesehatan;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/1/
5650/2018 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal
(Hospital Bylaws) RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
Menkes/ 1889/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi
Organisasi, Kewenangan, dan Pembentukan Tim
Kerja pada Rumah Sakit di Lingkungan
Kementerian Kesehatan;

15. Surat Ijin Rumah Sakit Pemerintah Nomor
81201102919940001 tanggal 29 Desember 2022
tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rumah
Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA TIM
KERJA DAN KEPALA INSTALASI DI LINGKUNGAN RSUP
DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN.

Menetapkan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian,
Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi di Lingkungan RSUP
Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang selanjutnya disebut
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian.

: Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Direktur Utama ini.

: Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dalam melakukan
pengangkatan dan pemberhentian Ketua Tim Kerja dan

Kepala Instalasi.
KEEMPAT .....



KEEMPAT

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan
Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Daftar
Isian Pelaksanaan Angggaran (DIPA) RSUP Dr. Soeradji
Tirtonegoro Klaten dan sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal \% Juli 2023




Lampiran : Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/111.3.1/13776/2023
Tanggal : 13 Juli 2023
Tentang : Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Ketua
Tim Kerja dan Kepala Instalasi di Lingkungan RSUP
Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA TIM KERJA DAN KEPALA INSTALASI
DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan Ketua Tim Kerja & Kepala Instalasi, yang selanjutnya disebut
manajer, merupakan jabatan strategis dalam mendukung birokrasi yang
progresif, responsif, dan partisipatif melalui tugas pelayanan publik, tugas
pemerintahan, dan tugas pembangunan yang diembannya. Dalam
melaksanakan tugas-tugas demikian, setiap manajer harus menjamin
akuntabilitas jabatan masing-masing.

Mengingat tugas strategis yang diemban, maka pengangkatan dan
penempatan seorang manajer patut mendapat perhatian khusus dan
pengisiannya melalui sebuah mekanisme seleksi yang objektif berbasis
sistem merit. Hal ini bertujuan untuk menjaring pimpinan atau pejabat
yang memiliki integritas, kompetensi, dan mampu mengelola segala
perbedaan budaya, latar belakang suku dan agama, serta memiliki
keunggulan moral, bersih, perduli dan professional untuk kepentingan
seluruh elemen bangsa.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan dalam mempersiapkan
pengangkatan dan penempatan pejabat adalah menyediakan data-data
atau calon profil pejabat yang akan menduduki atau sedang menduduki
Jabatan. Penyediaan data atau profil ini dilakukan melalui kegiatan
penilaian potensi dan kompetensi ASN untuk menyusun talent pool
Jabatan. Hasil talent pool ini dapat dimanfaatkan untuk memetakan

pejabat pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan potensi dan



kompetensinya atau sebagai bahan rekomendasi untuk mengikuti seleksi

pada jabatan yang lebih tinggi.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.

Maksud Surat Keputusan Direktur Utama ini adalah sebagai pedoman
dalam melaksanakan promosi dan mutasi ASN di lingkungan RSUP
Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Tujuan Surat Keputusan Direktur Utama ini adalah terselenggaranya
proses promosi dan mutasi pejabat pada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro

Klaten secara objektif, kompetitif, dan akuntabel.

. Sasaran Surat Keputusan Direktur Utama ini adalah terpilihnya pejabat

yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai Standar

Kompetensi Jabatan dan kebutuhan organisasi.

C. Ruang Lingkup

1.

@ oA W N

Syarat Jabatan Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi di lingkungan
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Tata cara pengangkatan Ketua Tim Kerja Dan Kepala Instalasi.

Petunjuk teknis kegiatan.

Penetapan, pelantikan, dan pengambilan sumpah/ janji jabatan.

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua Tim Kerja Dan Kepala

Instalasi.

D. Ketentuan Umum

Dalam Surat Keputusan Direktur Utama ini yang dimaksud dengan:

1,

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah Rumah Sakit Umum Pusat
Klas A milik Kementerian Kesehatan.

Direktur Utama adalah Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Klaten.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur
Sipil Negara yang bekerja di lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Klaten.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah
Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian,

dan pembinaan manajemen ASN di lingkungan RSUP Dr. Soeradji



10.

11.

12.

13.

Tirtonegoro Klaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul,
jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
Tim Kerja adalah Lembaga Internal yang merupakan wadah bagi
kelompok jabatan Fungsional dan/atau Unit pelaksana teknis yang
dipimpin oleh seorang Ketua Tim Kerja yang selanjutnya disebut
Manajer.

Instalasi adalah Lembaga Internal yang merupakan wadah bagi
kelompok jabatan Fungsional dan/atau Unit pelaksana teknis yang
dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi.

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku
seorang ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam
melaksanakan tugas jabatannya.

Standar Kompetensi Jabatan ASN yang selanjutnya disebut Standar
Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan
perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas
Jabatan.

Pengembangan Kompetensi ASN adalah upaya untuk pemenuhan
kebutuhan kompetensi ASN dengan Standar Kompetensi Jabatan dan
rencana pengembangan karier.

Tim Penilai Kinerja ASN adalah tim yang dibentuk oleh PyB untuk
memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan
kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi ASN.

Konflik kepentingan adalah kondisi Pejabat yang memiliki kepentingan
pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam
penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan
kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau
dilakukannya.



14.

15.

16.

17.

Periode masa jabatan adalah lama waktu menjabat yaitu selama tiga (3)
tahun dan setiap tahunnya dilakukan evaluasi serta dapat
diperpanjang satu (1) kali periode pada jabatan yang sama.

Talent Pool adalah kelompok kandidat yang memenuhi persyaratan
jabatan, yang memiliki minat mengisi posisi jabatan tertentu, terlibat
secara berkelanjutan untuk meniti karir dalam penyelenggaraan fungsi
organisasi secara berkelanjutan.

Talent adalah individu calon pemimpin sesuai dengan kebutuhan
organisasi yang mampu membuat perbedaan bagi kinerja organisasi,
baik melalui kontribusi langsung atau kontribusi dalam jangka panjang
melalui kemampuan menampilkan potensi yang antara lain meliputi
kemampuan pribadi, bakat-bakat bawaan (intrinsic), keterampilan,
pengetahuan dan pengalaman, kecerdasan, kemampuan membuat
keputusan, sikap, karakter, energi/ daya dorong, kemampuan untuk
belajar dan berkembang.

Assesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan
untuk diangkat dan ditugasi oleh suatu lembaga untuk melakukan

penilaian kompetensi perseorangan atau organisasi lain.

E. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneisa Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6340);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam
Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1252)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur
Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 963);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 1889/2022
tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi, Kewenangan, dan
Pembentukan Tim Kerja pada Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian
Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 1927/2022
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan
Manajer Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor OT.01.01/D/
6980/2023 tentang Penataan Organisasi Non Struktural di RSUP

Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.



BABII
PERSYARATAN KETUA TIM KERJA DAN KEPALA INSTALASI

A. Persyaratan Umum:

1

RPN

10.
11,

12.

13.

Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan patuh pada ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

Sehat jasmani dan rohani;

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibidang kesehatan;

Tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan
peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan;

Mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang- undangan
dibidang kesehatan dan perumahsakitan;

Mempunyai komitmen terhadap pengembangan Rumah Sakit;
Memahami prinsip-prinsip tata kelola klinis dan tata kelola Rumah
Sakit yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko;

Berpendidikan paling rendah sarjana/jenjang pendidikan Strata-1 (S1)
atau setara;

Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
atau bukti Laporan Pajak Tahunan (SPT) kepada instansi yang
berwenang;

Memiliki pengalaman bekerja dibidang kesehatan atau bidang tugas
lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Kerja paling sedikit 2
(dua) tahun;

Bersedia tidak melakukan perangkapan jabatan pada unit kerja atau
institusi lain apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Ketua Tim

Kerja atau Kepala Instalasi.

B. Persyaratan khusus:

Ketua Tim Kerja Pelayanan Medik berpendidikan paling rendah dokter/
dokter gigi yang mempunyai pengalaman dibidang pelayanan medik.

Ketua Tim Kerja Pelayanan Keperawatan berpendidikan paling rendah
Sarjana, diutamakan Sarjana Keperawatan dan memiliki pengalaman

di bidang kerja pelayanan keperawatan.



10.

11.

12.

13.

Ketua Tim Kerja Pelayanan Penunjang berpendidikan paling rendah
Sarjana, diutamakan Sarjana Kesehatan dan memiliki pengalaman di
bidang kerja yang relevan.

Ketua Tim Kerja Organisasi dan SDM berpendidikan paling rendah
Sarjana, diutamakan Sarjana Hukum atau Sarjana Manajemen dan
memiliki pengalaman pada bidang kerja yang relevan.

Ketua Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan berpendidikan paling rendah
Sarjana, diutamakan Sarjana Kesehatan dan memiliki pengalaman
pada bidang kerja yang relevan.

Ketua Tim Kerja Penelitian berpendidikan paling rendah Sarjana,
diutamakan Sarjana Kesehatan dan memiliki pengalaman pada bidang
kerja yang relevan.

Ketua Tim Kerja Perencanaan Program, Anggaran dan Evaluasi
berpendidikan paling rendah Sarjana, diutamakan Sarjana Ekonomi
dan memiliki pengalaman pada bidang kerja yang relevan.

Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan berpendidikan paling rendah
Sarjana, diutamakan Sarjana Ekonomi dan memiliki pengalaman pada
bidang kerja yang relevan.

Ketua Tim Kerja Akuntansi dan BMN berpendidikan paling rendah
Sarjana, diutamakan Sarjana Akuntansi dan memiliki pengalaman
pada bidang kerja yang relevan.

Ketua Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat berpendidikan
paling rendah Sarjana, diutamakan Sarjana Hukum dan memiliki
pengalaman pada bidang kerja yang relevan.

Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga berpendidikan paling
rendah Sarjana, diutamakan Sarjana Kearsipan dan memiliki
pengalaman pada bidang kerja yang relevan.

Ketua Tim Kerja di bidang keuangan yaitu meliputi Tim Kerja
Perencanaan Program, Anggaran, dan Evaluasi; Tim Kerja Pelaksanaan
Keuangan; dan Tim Kerja Akuntansi dan BMN berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil.

Kepala Instalasi Rawat Inap berpendidikan paling rendah Sarjana,
diutamakan dokter/ perawat profesional dan memiliki pengalaman

pada bidang kerja yang relevan.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Kepala Instalasi Rawat Jalan berpendidikan paling rendah Sarjana,
diutamakan dokter/ perawat profesional dan memiliki pengalaman
pada bidang kerja yang relevan.

Kepala Instalasi Gawat Darurat berpendidikan paling rendah dokter
dan memiliki pengalaman pada bidang kerja yang relevan.

Kepala Instalasi Rawat Intensif berpendidikan paling rendah dokter dan
memiliki pengalaman pada bidang kerja yang relevan.

Kepala Instalasi Bedah Sentral berpendidikan paling rendah dokter dan
memiliki pengalaman pada bidang kerja yang relevan.

Kepala Instalasi Laboratorium berpendidikan paling rendah Sarjana,
diutamakan Sarjana Kedokteran dan memiliki pengalaman pada bidang
kerja yang relevan.

Kepala Instalasi Radiologi berpendidikan paling rendah Sarjana,
diutamakan Sarjana Kedokteran dan memiliki pengalaman pada bidang
kerja yang relevan.

Kepala Instalasi Farmasi berpendidikan Apoteker dan memiliki
pengalaman pada bidang kerja yang relevan.

Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik berpendidikan paling rendah dokter
dan memiliki pengalaman pada bidang kerja yang relevan.

Kepala Instalasi Maternitas dan Reproduksi berpendidikan paling
rendah dokter dan memiliki pengalaman pada bidang kerja yang
relevan.

Kepala Instalasi Kesehatan Anak berpendidikan paling rendah dokter,
dan memiliki pengalaman pada bidang kerja yang relevan.

Kepala Instalasi Hemodialisa berpendidikan paling rendah dokter
spesialis konsultan ginjal hipertensi, dan memiliki pengalaman pada
bidang kerja yang relevan.

Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah

berpendidikan paling rendah dokter dan memiliki pengalaman pada

 bidang kerja yang relevan.

26.

2.

Kepala Instalasi Gizi berpendidikan paling rendah Sarjana, diutamakan
Sarjana Gizi dan memiliki pengalaman pada bidang kerja yang relevan.

Kepala Instalasi Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan
berpendidikan paling rendah Sarjana, diutamakan Sarjana Kesehatan

dan memiliki pengalaman pada bidang kerja yang relevan.



28.

oo

30.

31.

32.

Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS berpendidikan
paling rendah Sarjana, diutamakan Sarjana Teknik Elektromedik dan
memiliki pengalaman pada bidang kerja yang relevan.

Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3RS berpendidikan paling
rendah Sarjana/ setara, diutamakan Sarjana Kesehatan Masyarakat
dan memiliki pengalaman pada bidang kerja yang relevan.

Kepala Instalasi Sistem Informasi RS berpendidikan paling rendah
Sarjana, diutamakan Sarjana Komputer dan memiliki pengalaman pada
bidang kerja yang relevan.

Kepala Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu berpendidikan paling
rendah Sarjana, diutamakan Apoteker dan memiliki pengalaman pada
bidang kerja yang relevan.

Kepala Instalasi Rekam Medik dan Penjaminan Pasien berpendidikan
paling rendah Sarjana/ yang setara, diutamakan Sarjana Terapan atau
Sarjana Manajemen Informasi Kesehatan dan memiliki pengalaman

pada bidang kerja yang relevan.



BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN KETUA TIM KERJA DAN KEPALA INSTALASI

Pengangkatan Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi bisa dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut :
A. Mekanisme Pengangkatan Melalui Seleksi Terbuka
Pengangkatan Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:
1. Pembentukan Panitia Seleksi

a. Panitia Seleksi ditetapkan oleh Direktur Utama.

b. Panitia Seleksi yang dibentuk berjumlah gasal.

c. Panitia Seleksi memiliki tugas:

1) Melaksanakan pengumuman pendaftaran;

2) Melaksanakan verifikasi dokumen administrasi;
3) Melaksanakan proses asesmen; dan

4) Melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan.

d. Untuk mendukung kelancaran tugas Panitia Seleksi dapat dibentuk
Sekretariat.

2. Pengumuman dan Pendaftaran

a. Panitia Seleksi melaksanakan pengumuman melalui surat/ web/
media sosial atau pertemuan langsung yang diselenggarakan oleh
Panitia Seleksi.

b. Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi sistem
informasi pemilihan Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi di
lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan dapat diikuti
oleh seluruh calon peserta yang memenuhi persyaratan.

c. Bakal calon peserta mendaftar secara individu.

3. Verifikasi Dokumen Administrasi

a. Verifikasi dokumen administrasi dilakukan dengan metode
portofolio untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen
serta kesesuaian bakal calon Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi
dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.

b. Penelusuran rekam jejak (track record).

c. Peserta yang dinyatakan lulus verifikasi dokumen administrasi dan
penelusuran rekam jejak ditetapkan sebagai calon Ketua Tim Kerja

dan Kepala Instalasi.



4. Asesmen

a. Asesmen diikuti oleh peserta yang lulus pada tahap seleksi
administrasi.

b. Asesmen terdiri atas penilaian kompetensi manajerial, sosiokultural,
dan teknis.

c. Dalam pelaksanaan asesmen, Panitia Seleksi dapat melibatkan
assessor eksternal.

d. Panitia seleksi menetapkan calon Ketua Tim Kerja dan Kepala
Instalasi yang lulus asesmen untuk mengikuti uji kepatutan dan
kelayakan.

5. Uji kepatutan dan kelayakan

a. Uji kepatutan dan kelayakan dilakukan oleh Panitia Seleksi
terhadap calon Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi.

b. Penyelenggaraan uji kepatutan dan kelayakan calon Ketua Tim Kerja
dan Kepala Instalasi dilakukan dengan tahapan penulisan makalah
dan/ atau uji wawasan.

c. Berdasarkan hasil pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan, Panitia
Seleksi menetapkan paling banyak 3 (tiga) usulan nama calon Ketua
Tim Kerja dan Kepala Instalasi yang telah lulus uji kepatutan dan
kelayakan untuk kemudian disampaikan kepada Direktur Utama.

6. Penetapan Ketua Tim Kerja Rumah Sakit

Direksi melakukan wawancara tahap akhir dan/ atau memilih 1 (satu)

orang Ketua Tim Kerja dan Képala Instalasi dari paling banyak 3 (tiga)

nama calon yang diusulkan oleh Panitia Seleksi untuk ditetapkan.
7. Pelantikan Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi

a. Direktur Utama melantik Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi
setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas Rumah
Sakit.

b. Setelah Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi dilantik, maka
Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi sebelumnya wajib segera

melaksanakan serah terima jabatan.

B. Mekanisme Pengangkatan Melalui Talent Pool
Pengangkatan Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penilai Calon Talent



a. Pembentukan Tim Penilai Kinerja ASN oleh Direktur Utama untuk
memberikan pertimbangan kepada PPK dalam pelaksanaan promosi
dan mutasi melalui talent pool.

b. Tim Penilai Kinerja ASN berjumlah gasal dengan jumlah paling
sedikit 5 (lima) orang terdiri atas:

1) Direktur Teknis;

2) Pejabat yang menangani bidang kepegawaian; dan

3) Pejabat yang menangani bidang pengawasan internal;

c. Tim Penilai Kinerja ASN mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Menelaah rekam jejak ASN;

2) Menelaah potensi ASN;

3) Menelaah kompetensi ASN dalam jabatan;

4) Memberikan pertimbangan penempatan ASN dalam Jabatan
kepada PPK; dan

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh PPK sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tim Penilai Kinerja ASN dalam melaksanakan tugas dibantu oleh
Sekretariat Tim Penilai Kinerja ASN yang anggotanya ditetapkan
oleh Direktur Utama.

e. Sekretariat Tim Penilai Kinerja ASN mempunyai tugas sebagai
berikut:

1) Menyiapkan administrasi dan sarana prasarana pelaksanaan
tugas Tim Penilai Kinerja ASN;

2) Menyiapkan bahan pembahasan sidang Tim Penilai Kinerja ASN;
dan

3) Mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim

Penilai Kinerja ASN.

2. Penyusunan Talent Pool
a. Penilaian calon talent
1) Aspek Potensi
Penilaian atas aspek potensi dilakukan guna mengukur
tingkat kesesuaian karakteristik calon pejabat maupun kader
ASN yang potensial dengan tuntutan fungsi jabatan untuk
optimalisasi seorang pejabat dalam menjalankan peran jabatan

yang lebih tinggi/ lebih luas di masa depan.



Dimensi yang harus dipertimbangkan untuk menentukan

tingkat potensi seseorang, adalah:

a)

b)

d)

Sikap Kerja, adalah dimensi yang memberikan gambaran
mengenai cara kerja seseorang dalam mengelola
pekerjaannya. High potential dalam dimensi ini adalah
pegawai yang mampu untuk berkinerja secara konsisten
melampaui harapan, bertahan untuk menampilkan kinerja
tinggi dalam rentang waktu yang panjang, mampu
mengantisipasi kebutuhan/ tuntutan organisasi dan
pemangku kepentingan, serta berorientasi pada hasﬂ, kreatif
menciptakan solusi.

Karakter (Character), adalah dimensi yang memberikan
gambaran mengenai pola perilaku seseorang dalam
menyikapi situasi. High potential dalam dimensi ini adalah
pegawai yang mampu menunjukkan keteladanan dalam
menampilkan nilai-nilai dan budaya kerja, memiliki
kecintaan pada organisasi dan sasaran yang akan dicapai
organisasi, percaya diri dan dihormati di lingkungan, serta
mampu membangun tim.

Kapabilitas Berpikir (Thinking Capability), adalah dimensi
yang memberikan gambaran mengenai proses berfikir
seseorang, pemahaman terhadap masalah dan perumusan
solusi. High potential dalam dimensi ini mampu
menunjukkan fleksibilitas pada kondisi yang berubah,
efektif dalam mengelola ketidakpastian, cepat belajar,
mampu memprioritaskan dan mengoptimalkan situasi untuk
mencapai hasil.

Motivasi Kerja (Motivation), adalah dimensi yang memberikan
gambaran mengenai dorongan/ keinginan yang
menyebabkan seseorang bekerja dengan optimal. High
potential memiliki aspirasi untuk mengambil tanggung

jawab dan tantangan ke tingkat yang lebih tinggi, tekun dan

.teguh dalam mencari kesempatan berkembang sebagai

pemimpin, serta bekerja tidak sebatas pada tanggung saat

ini, “go beyond the scope”



2)

3)

Aspek Kompetensi

Kompetensi adalah aspek pribadi yang ditunjukkan
melalui kemampuan seseorang untuk secara konsisten
memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam
suatu fungsi pekerjaan spesifik dengan mengkombinasikan
keterampilan (skills), atribut personal (personal’s attribute), dan
pengetahuan (knowledge) yang tercermin melalui perilaku dalam
mencapai unjuk kerja yang efektif dan/atau superior yang dapat
diamati, diukur dan dievaluasi.

Pejabat harus mampu memimpin dan memotivasi pegawai
untuk melaksanakan pengembangan kerjasama, menunjukkan
keteladanan dan menjamin akuntabilitas jabatan,
meningkatkan persatuan, gotong royong, bahu-membahu, dan
bekerja keras, bekerja dengan semangat, dan kreatif.

Potensi dan kompetensi pejabat dikelompokkan dalam 4 kluster

dengan dua belas (12) kompetensi yakni :

CLUSTER
THINKING WORKING RELATIONS | WASBANG
Visioning Integrity & Team Mengelola
(Penetapan Visi) | Courage of Leadership Kedaulatan
Conviction (Kepemimpin |Bangsa
Championing (Integritas & tim) Conflict
Change keberanian untuk
(Memprakarsai |meyakinkan) Management
perubahan) (Manajemen
Planning & Konflik)
In-Depth Organizing
Problem Solving |(Perencanaan Managing

Analysis and Pengorganisasian) | Diversity

Decision Making (Mengelola
(Analisis Driving for Result |keberagaman)
Pemecahan (Mendorong pada

Masalah dan hasil)

Pengambilan

Keputusan)




CLUSTER
THINKING WORKING RELATIONS | WASBANG

Innovation

(Inovasi)

Stakeholder
Focus (Berfokus

pada
pemangku)

Uji Kepatutan & Kelayakan

a.

Uji kepatutan dan kelayakan dilakukan oleh Panitia Seleksi
terhadap calon Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi.
Penyelenggaraan uji kepatutan dan kelayakan calon Ketua Tim
Kerja dan Kepala Instalasi dilakukan dengan tahapan penulisan
makalah dan/ atau uji wawasan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan,
Panitia Seleksi menetapkan paling banyak 3 (tiga) usulan nama
calon Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi yang telah lulus uji
kepatutan dan kelayakan untuk kemudian disampaikan kepada

Direktur Utama.

Penetapan

Direksi melakukan wawancara tahap akhir dan/ atau memilih 1 (satu)

orang Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi dari paling banyak 3 (tiga)

nama calon yang diusulkan oleh Panitia Seleksi untuk ditetapkan.

Pelantikan

a.

Direktur Utama melantik Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi
setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas Rumah
Sakit

Setelah Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi dilantik, maka
Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi sebelumnya wajib segera

melaksanakan serah terima jabatan.



BAB IV
PEMBERHENTIAN KETUA TIM KERJA DAN KEPALA INSTALASI

A. Syarat pemberhentian Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi terdiri atas:

1.

2
3.
4

Periode masa jabatan telah selesai;

Atas permohonan sendiri bagi ketua tim kerja yang berasal dari ASN;
Mengundurkan diri dari jabatan ketua tim kerja;

Diberhentikan atau diberhentikan sementara sebagai ASN bagi ketua
tim kerja dan kepala instalasi yang berasal dari ASN;

Tidak mencapai target kinerja atau tidak mendapatkan penilaian
kinerja minimal baik;

Menjalani cuti di luar tanggungan negara bagi ketua tim kerja yang
berasal dari ASN;

Sakit yang tidak dapat menunjang tugas sebagai ketua tim kerja rumah
sakit yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh tim penguji
kesehatan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan;

Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;

Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan

hukum tetap; atau

10. Meninggal dunia.

B. Dalam kondisi tertentu selain persyaratan pemberhentian sebagaimana

tersebut pada huruf A, Direktur Utama dapat memberhentikan Ketua Tim

Kerja dan Kepala Instalasi.

C. Tata Cara Pemberhentian Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi dilakukan

sebagai berikut :

1.

Direktur Utama mengusulkan pemberhentian Ketua Tim Kerja dan
Kepala Instalasi kepada Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas memberikan persetujuan dan/ atau rekomendasi
terhadap usulan pemberhentian Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi
kepada Direktur Utama berdasarkan:

a. Usulan Direktur Utama; atau

b. Hasil penilaian kinerja Ketua Tim Kerja.

Direktur Utama menetapkan pemberhentian Ketua Tim Kerja dan
Kepala Instalasi berdasarkan persetujuan dan/ atau rekomendasi
Dewan Pengawas atau sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada

huruf B.



D. Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi

i

Dalam hal Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi yang sedang menjabat
berakhir periode waktu jabatan dan/ atau berhalangan tetap, maka
Direktur Utama mengusulkan kepada Dewan Pengawas nama calon
pengganti Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi PAW.

Direktur Utama menetapkan dan melantik Ketua Tim Kerja dan Kepala
Instalasi PAW berdasarkan persetujuan dan Rekomendasi Dewan
Pengawas.

Selain atas persetujuan dan rekomendasi Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada huruf C, dalam kondisi tertentu Direktur
Utama dapat menetapkan dan melantik Ketua Tim Kerja dan Kepala
Instalasi PAW.

Masa jabatan Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi PAW adalah
meneruskan sisa masa jabatan Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi
yang digantikan.

Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 4
diatas kurang dari 2 (dua) tahun, masa jabatan Ketua Tim Kerja dan
Kepala Instalasi PAW tidak dihitung sebagai 1 (satu) periode masa
jabatan.

E. Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi
dilakukan oleh Direktur Utama Rumah Sakit setelah mendapatkan

rekomendasi dari Dewan Pengawas Rumah Sakit.



BABV
PENETAPAN, PELANTIKAN, DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

A. Direktur Utama menetapkan keputusan pengangkatan ketua Tim Kerja dan
Kepala Instalasi.
B. Direktur Utama melantik dan mengambil sumpah jabatan/janji jabatan

ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

PLT. DIREKTUR UTAMA,




